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BUPATI GORONTALO UTARA o
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2022
| TENTANG

' SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH

Menimbang s

: Menginga‘t. _

a.

%

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

' perlu - menerapkan ‘sistem pemerintahan berbasis

' elektronik; ,
%bahwa ‘berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (l)é
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang |
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap

pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan

i koordinasi dan ~ menetapkan - kebijakan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik; -
gbahw_aA berdasarkan pertimbangan - sebagaimana
§dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati - Gorontalo Utara

Republik Indonesia Tahun 1945;

! Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara - di

yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta,

: pelayanan. publik yang berkualitas dan tepercaya,

N

- tentang Sistem Pemerintahan Berbams Elektronik di -
é ‘Daerah. '

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

i Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Repubik .
Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan @
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Leﬁibaran Negara Republik Indonesia Nomor
4687); |

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambéhah-__].;ernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang:Informasi dan Transaksi Elektronik

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik |

Indonesia Nomor 5952};

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang :

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, @

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayahan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorz

5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang§

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan |
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

déngan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020

tentang - Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573); - ; |

- Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
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; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia )
| Nomor 5601); - e
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang '

" Cipta Kerja (Lelﬁbaran'Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); o
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 3
' tentang Pelaksanaan _Undang—Uﬁdang Nomor 25 |
Tahun 2009 tentang Pelayanari Publik {Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik

. Indonesia Nomor 5357); _

10. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi i.

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran

Negara Repubﬁk Indonesia Nomor 6400); :

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pefneﬁntahan Berbasis Elektrdnik'.-." -

sy (Lembaran Ne_gara Republik Indoﬁesia Tahun 2018 :
| Nomor 182); | |

| o MEMUTUSKAN:
- Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
| BERBASIS ELEKTRONIK DI DAERAH. |

i

BAB T
* - KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang djm'aksuddengan:

1. Daerah adalah i{abupatenGorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupat1 Gorontalo Utara. : .
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Gorontalo_?-'

~ Utara. | o '
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

perangkat 1ntegra31 /penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem |

| Jaringan Intra Eadalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar |

: siinpui jaringérf dalam suatu organisasi.

-4 -

{
i
]
k
i

Perangkat Daerfah___'adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyfat Daerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan

:' yang menjadﬂmvéfenangan Daerah.

S1stem Pemenntahan Berbasis Elektromk yang selanjutnya disingkat

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan :

_teknologl 1nforr§nas1 dan - komunikasi untuk membenkan layanan

| kepada Pengguqa SPBE.

Tata Kelola S:PBE “adalah kerangka kerja yang memastikan

terlaksananyé 5pengatl,u*ari, pengarahan, dan pengendalian dalam

- penerapan SPB‘E secara terpadu.

Mana_]emen SPBE adalah serangkalan proses untuk mencapai

. penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta |
' Layanan SPBE yang berkualitas.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau .
“beberapa fungsy Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. _
. Arsitektur SPSE adalah.j .kerangka dasar yang mendeskripsikan

- integrasi Proseié Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE,

Aplikasi SPBE,%dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan
SPBE yang teriﬁtegrasi '
Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan

“langkah penylapan dan pelaksanaan SPBE yang termtegrasu

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling
terkait dalam pglaksanaan tugas dan fungsi.
Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, |

dan fasilitas yang men_}adl penunjang utama untuk menja]ankan; .

sistem, aphkam komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,

'
\
|
\

elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan‘

penempatan, pé}nyimpanan'dan pengolahan, dan pemulihan Data.
: |

|

~Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung

untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
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16.
17.
18

19.°

i -5-

i
o

;

Aphka31 SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan

: prosedur yang dlranca.ng untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan

SPBE di Kementenan Koordmator

Aphkas1 Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan

digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi

pusat dan/ atau pemenntah daerah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, |

digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan

khusus yang buka.n kebutuhan umt kerja lain.

Keamanan SPBE adalah pengendahan keamanan yahg terpadu dalam '

 SPBE. |

20,

22.

23.

24.

25.

-Audit Teknoloéi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang

. sistematis untufk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

terhadap assetg teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan

‘untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan

' komumkasu dengan kriteria dan/ atau standar yang telah dltetapkan

21,

Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui

- tingkat kema_tangan penerapan SPBE.

verifikasi dan }da'riﬁkasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan

validasi Informési terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur

tingkat kematgrilgan penerapan SPBE.

Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai

. Aparatur Sipil irNegara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan

pihak lain yang? memanfaatkan Layanan SPBE,

- verifikasi Informa31 terhadap hasil penilaian mandn‘l untuk mengukur

‘Evaluasi SPBEZ' adalah proses penilaian secara sistematis melalui -

Data adalah cjatatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa§

angka, karakte%', simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara,

dan/atau bunjti yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau

| menunjukkan éuatu ide, objek kondisi, atau situasi.

Informa31 adalah keterangan, pemyataan gagasan dan tanda—tanda

yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun

penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan -

dalam berbagal kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

'teknologl mformaSI dan komunlkasl secara elektronik ataupun
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nonelektronik. | : ,
E S Pasal 2

Peraturan Bupalti ini dlgunakan sebagai pedoman dalam Penerapan SPBE
di Daerah:

BABI
TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

(1)  Daerah menyelenggarakan Tata KelolaSPBE secara terpadu
(2} Tata Kelola SPBE sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan
~ terhadap unsur SPBE |
(3) Unsur SPBE di sebagalmana dunaksud pada ayat (2} meliputi :
| Arsitektur SPBE
.+ Peta chcang SPBE;
rencana danj anggaran SPBE;
Proses Bisni‘:s
Data dan Informa81
Infrastruktur SPBE;
- Aplikasi SPPZE,
Keamailan S;PBE; dan
Layanan SPQE.

BE=2C I T - P B~ S

Y+
.

- : Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a |
-bertujtian 'untl.lgk_memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
-Proses Bisnis, f)ata dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE,

dan Keamanan SPBE untuk menghasﬂkan Layanan SPBE yang
_ '}terpadu di Daerah

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana. dunaksud pada ayat (1) memuat domain

arsfcektur |
(3) Domain arsitfektur ~ sebagaimana dimaksudf pada ayat (2)

| mendeskripsikaén substansi arsitektur yahg memuat :

a domain aréitektur Proses Bisnis;

b domain .arsiitekt.u_r Data dan Inforrnasi;

~ ¢. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

KADIS KABAG
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(8)

(4)

{5

disampaikan kepada tim koordinasi.

-7 -

i
Lo

d.  domain 'arsiiektur Aplikasi SPBE;

‘e.  domain ars1tektur Keamanan SPBE; dan

f. domam ar31tektur Layanan SPBE.

-Arsﬂektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlpetakan dan

~diselaraskan bendasarka_n referensi Arsitektur SPBE nasional.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

‘berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis

Daerah o

- Penyusunan Aréitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Pengarah.
- Dalam menyusdn Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud
'pada ayat (6) d:apaf melakukan konsultasi dengan kementerian yang _

._ menyelenggaral{an urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Ketentuan lebiia lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana
dimaksud pada fayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Arsitektur SPBE? disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. _
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu

- pada paruh waftktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- |

waktu sesuai dengan kebutuhan,

‘Reviu sebagajmfana dimaksud pada ayat {2} dilakukan oleh Perangkat -

Daerah yang mémbidangi urusan komunikasi dan informatika.

Reviu sebagaimiana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkah:

o a. pefuba_han }:&rsitektur SPBE nasional;

: |
b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; |

c. perubahan pada unsur SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud |

" dalam Pasal 3 ayat {3) huruf ¢ sampai dengan huruf i; atau ‘ ‘

‘d.- perubahan rencana strategls Daerah.

"Hasil reviu Armtektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

o Pasal 6
|

Peta Rencana SPBE sebageumana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

- huruf b memuat

"a. Tata Kelola SPBE

b - KADIS | KABAG
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Manajemen SEPBE; |
Layanan SPB:E |
. Infrastruktur SPBE;
Aptikasi SPBE |

Keamanan SPBE dan .

Audit Teknologl Informa51 dan Komumka51
Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalérri bentuk pléogram dan/atau kegiatan SPBE di Daerah.
Peta Rencana SfPBE diSusun dengan berpedoman pada Peta Rencana | |
SPBE nasional, ;f\rsitektur SPBE, dan rencana strategis Daerah.
Peta Rencana Si’BE disusun oleh perangkat daerah yang membidangi -

‘komunikasi dan 1nformat1ka

Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagalmana .
dimaksud padg ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan
kementerian yaiiqg menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negaré untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE :
nasional. : 5
Ketentuan lebil'; lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana

dimaksud pada fayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

i
4

Pasal 7

Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. |
Revm Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun
terakhir pelaksa;naan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Reviu Peta Refncana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan: , ' i

a. perubahan li?’eta Rencana SPBE nasional;

| b -perubahan f‘encana strategis Daerah; "

c. pefubahan é\rsitektur SPBE; atau
d. hasil Pemanitauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
Reviu Peta Réncana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

_dllakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan

komunikasi dan informatika o :
Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dlsampalka_n kepada hm koordmas1

i
|
1
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(1)

@

-9.

_ Pasal 8
? _

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dmlaksud dalam. Pasal 3

ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan

. penganggaran ;cahunan  pemerintah dengan berpedornan_ pada

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan

'_-mempertlmbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari

seluruh unit kerja

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagalmana dimaksud pada

“ayat (1) d11akukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan -

 ‘anggaran SPBE dari - seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan |

NE)

@

o

. undangan.

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dﬂaksanakan oleh Perangkat'
' Daerah yang membidangi tugas dan - fungsi :
. perencanaan/ penganggaranDaerah dengan berkonsultasi kepada

. Perangkat Daerah yvang membidangi tugas dan fungsi Teknologl

Informatlka

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dzkoordlnasﬂ{an dengan

‘ kementerian tegkalt sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

’ - Pasal 9

Proses Bisnis sé:bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d
memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, -

pembangunan ! pengembangan, dan peneraprm Aplikasi SPBE,

- Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

Proses Blsms dlsusun secara tenntegra31 berdasarkan pada Arsitektur

. SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aphka31 -

SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Proses Bisnis gdxsusun oleh unit kerja Bagian Organisasi pada |

~ Sekretariat Daierah dengan Perangkat Daerahyang membidangi

Teknolog1 dan Informatlka _
Penyusunan Proses Bisnis sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) -

d1koord1nas1kan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian | ‘

- . yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur

negara. -
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(5)

(1)

(2)

B

()

(2)

(1)

Indonesia. |

a -10-
Proses Bisnis sebagalmana yang dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan |
dengan Keputusan Bupati. '

Pasal 10
Data dan Inforfnaéi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf € mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Daerah yang -
dlperoleh dan Pengguna SPBE. |
Data dan Informas1 disediakan dan dikelola oleh PerangkatDaerah

sésuai déngan itugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data

;
i

Perangkat Daerah sebagazmana dlmaksud pada ayat (2} bertanggung

jawab atas keqkuratan Data dan Informasi yang disediakan serta

} keamanan Datja dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau |

_rahasia.
Pasal 11

Data dan Infénrmasi merupakan bégian dan digunakan dalam
penyelenggaraan SPBE. | |

Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan
_bag1 pakai Da’ga dan Informasi antar unit kelja di Instansi Pusat, |

dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan

- cakupan, penyedlaan akses Data dan Informas1 dan pemenuhan _

standar 1nteroperab1htas Data dan Informasi.

‘ o Pasa112

i
H

Infrastruktur SZPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

'_huruf f bértujuén meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan

integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi umt

o kexja di Daerah

(3)
(4)

B

Infrastruktur SPBE sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: |
a. - Jaringan Intra Kementerian Koordmator dan 3 | |
b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Koordinator. |
Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerahterkait. |
Infrastruktur $PBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus I
dimanfaatkan §ecara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pembangunan ' dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan o

selaras dengan ArSItektur SPBE Daerah
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(6)

(2)

o 11-

r
}
F
H
l

Infrastruktur SPBE sebagalmana yang . dimaksud pada ayat (1)

d_lselenggarakang sesuai ~ dengan standar perangkat, standar
interop_efabilitasg, standar keamanan sistem informasi, dan standar

' lainnya-berdasarf‘kan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E Pasal 13
o '

'Peﬁgguiflaan 'Jafringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal' 12 ayat (é.) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam

melakukan peng}iriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam !

Daerah §

: Penyelenggaraan Janngan Intra Daerah sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) dapat mengguna.kan jaringan fisik yang d1bangun oleh

Kementerian Koordmator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa

i
layanan j Janngap.

Pasal 14

i
!

Seluruh Perang:katDaerah harus menggunakan Jaringan Intra Daerah

untuk menjagazf keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
Penggunaan Ja@‘ingan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memei'luhi ketentuan sebagai berikut:

a. membuat kefterhubungém dengan Jaringan Intra pemerintah;

'b', mendapatkafn pex_‘timbangan kelaikan operasi dari kemente'rian‘j

yang menirelenggarakan urusan - pemerintahan di bidang?

komunikasi $dan informatika; dan

- C. mendapatka{n pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala

lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

keamanan s1ber 7
 Pasal 15

!

r

Pasal - 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung

Layanan pemenntah

Seluruh PerangkatDaerah harus menggunakan Sistem Penghubung :

Layanan Daerah untuk integrasi data dan layanan SPBE.

Penggﬁna'an Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud

_pada'ayat (1), D:aerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

KADIS KABAG
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(1)

- @

&)

(4)

" (5)

'(1)

(2)

(1)

; -12 -
;
¢

Daerah dengan Jarmgan pemerintah dan Sistem Penghubung

Layanan Daerah lainnya; |

b. memenuhi standar 1nteroperab1htas aruar-Layanan SPBE yang 1

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang

komumkam dan informatika;

C. ’mendapatkan pertlmbangan kelaikan operasi . dari kementerlan

yang menyelenggarakan urusan pemenntahan di bldang

komunikasi dan mformatlka, dan

d. mendapatkan pertlmbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang -'

menyelenggarakan_ tugas pemerintahan di bidang keamanan slber.

i

Pa_sal 16

Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Daerah melaksanakan

fungsi layanan f:)usat komputasi/pusat ken_dali di Daerah.

Layanan pusaig komputasi/pusat kendali di Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.
Seluruh unit I%erja di Daerah harus memanfaatkan layanan pusat

komputasi/ pus.%lt kendali di Daerah.

‘a. membuat kéterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan -

Layanan pusat§ komputasi/pusat kendali di Daerah dilakukan reviu

pada paruh waktu dan tahun terakhlr pelaksanaan atau sewaktu-

waktu sesuau dengan kebutuhan

Revm layanan pusat komputas1/ pusat kendali di Daerah sebagaimana

Pengarah SPBE Daerah. _
| Pasal 17

i
i

Dalam hal Pusat Data nasmnal telah ditetapkan dan tersedia, Daerah a

‘harus menggunakan Pusat Data nasmnal

. dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Tim |

Jaminan ketersedlaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data

‘nasional dllaksa}nakan oleh Perangkat Daerah terkait.

H
CF

T

_ § : Pasal 18

Perorangan, Masyarakat, Pelaku Usaha, dan pihak lain yang|

'r_flpmanfaatkan ':SPBE.
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(2)

o

(4

(8)

o)

(10)
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Aplikasi SPBE S(iabagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Aplikasi Umum; dan

b. Aplikasi Khufsus.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan
penggunaan ko:de sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan
siklus pengembéngan sistem yang meliputi tahap: ‘
a. kajian kebutfuhan;

rancang banfgun;

implementasii;

c

d. pengujian k{elaikan;
e pemeliharaajn; dan
¢ :

i

evaluasi.

dan Pengembangan Aplikasi pada Perangkat?

Pembangunan
Daerah/unit kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)
dikoordinasikan:l oleh unit kerja yang membidangi fungsi dibidang
teknologi komuélikasi dan informasi. |
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Daerah sebagaimana |
yang dimaksud%pada ayat (3) terpadu dan dikendalikan oleh unit kerja |
yang membidan%gi fungsi dibidang teknologi komunikasi dan informasi.
Pembangunan Edan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan
berdasarkan Arjsitektui’ SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari
menteri terkaiit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
Dalam hal Aplil}asi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf -
a telah tersecilia, PerangkatDaerah harus menggunakan Aplikasi
Umum. 7 ; :
Aplikasi khusufs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
dibangun dan gdikembangkan oleh PerangkatDaerah sesuai dengan
tugas dan fungé‘.inya. ;
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Daerah

sebagaimana ya%mg dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan unit

kerja yang mémbidangi fungsi dibidang teknologi komunikasi dan |

informasi.
Hak cipta atasEAplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun
dan/atau dikefnbangkan atas biaya Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) nf}enjadi milik Daerah dan tidak dapat digunakan di luar

i
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Daerah tanpa persetu_]uan unit kerja yang membidangi fungsi d1b1dang

| teknologa. komumkasu dan 1nf0rmas1

? Pasal 19
' ' a‘ .

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
" h ditujukan uni_:uk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur
SPBE, dan Apliléasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Keamanan SPB:E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

_ penjamman E |
: a.'@ kerahasxaan
b. - .keutuhan, |
c. ketersediaan;
d. keaslian; dan
e kemrsa_ngkalan

(3} SeluruhPerangkat Daerah harus menerapka.n Keamanan SPBE

(4) Penerapan Kearnanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar
tekms dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan '

(5) Pengendalian Keamanan SPBE d1 Daerah dilakukan oleh Perangkat

' Daerah terkait. ; '
| Pasa120

(1) Layanan SPBE! sebagmmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hurufi
terdiri atas: | |
a. layanan aaministrasi pemeﬁﬁtahan berbasis elektronik; dan
b. layanan pubhk berbasis elektromik.

(2) Layanan admlnlstram pemenntahan berbasis elektromk sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang |
mendukung tata laksana internal bn'okrasx dalam - rangka
' memngkatkan klnelja dan akuntabﬂxtas di Daerah. |

(3} Layanan admm1sﬂa51 pemenntahan berbasis elektronik meliputi |

- layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan,
penganggaran, ékeuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian,
kearsipan dinaimis pengelolaan ‘barang milik negara, pengawésan
akuntabilitas kmelja, dan iayanan lain sesuai dengan kebutuhan

L 1nterna1 Daerah. | '
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(4)

- (5)

©)
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Layanan pubhk berba31s elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan |
~ pelayanan pubhk di Daerah. :

Layanan pubhk berbasis elektronik mehputl layanan yangmendukung

kebutuhan b1r0kra81 pemerintahan, meliputi:
a. pengaduanP publik;
b. dokumentzisi dan Informasi hukum;

C.. pengawasan internal; dan [atau

d. layanan pubhk sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Perangkat qurah yang menyelenggarakan Layanan SPBE |

sebagaimana : " (iimaksud _pada ayat (1) bertanggung _]awab sesuai

'dengan tugas dan fungsinya masmg—masmg

f . BABII
: MANAJEMEN SPBE

} Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi :

o

S5m0 a0

(2)

(3)

manajemen risiko;

manajemen keamanan Informasi;

manajemen Data;

manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;

‘manajemen sumber daya manusia;

manajemen pengetahuan,

manajemen pembahan, dan

| manajemen Lafanan SPBE.

i

Pasal 22

S

'-Mana_]emen nsako sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a |

bertujuan untuk menjamin. keberlangsungan pelaksanaan SPBE

dengan memmunalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.

Manajemen r131k0 dilakukan melalui proses

'menganajlsm, mengevaluas1 mengendaljkan dan meminimalkan risiko

dalam pelaksar;aa‘m SPBE di Daerah.

mengidentifikasi,

Pelaksanaan nianajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)?

dlkoordmasxkan oleh unit kerja yang menyelenggaifakan tugas dané
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fuhgsi' di bidaljslg pengawasan dan pengendalian internal (Inspektorat;‘
Daerah) { |

'Managemen n51ko SPBE dllaksanakan sesuai dengan ketentuan-

peraturan perqndang—undangan
_ ; ' Pasal 23
Manajemen keamanan Infonna51 sebagalmana dimaksud dalam Pasal

21 huruf b bertu_]uan menjamin keberlangsungan SPBE dengan

_ memmlmalkan dampak risiko keamanan Informasi.

Manajemen keamanan Infonna31 dilakukan melalui penetapan ruang
lingkup, penetapan penanggung Jawab perencanaan, dukungan

pengoperas1an, evalua31 klnexja, dan perbalkan berkelanjutan terhadap

' Keamanan Informa&

)

Manajemen keamanan Informas1 dilaksanakan oleh seluruh unit. kexja
di Daerah. i _
Pelaksanaan mana_}emen keamanan Inforrna31 sebagalmana dlmaksud

pada ayat. (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

R melaksanakan urusan Komunikasi dan Informasi.
4

- ketentuan pérfaturan perundang-undangan.

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan
_ l _

Pasal 24 | ]
Mari’ajemen Ijata seb.agaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c

bertujuan untuk men]amm terwujudnya Data yang akurat, mutakhlr,

'termtegram zdan dapat diakses sebageu dasar perencanaan,

pelaksanaan, evalua31 dan pengendalian pemba.ngunan nasional.
Manajemen Data dilakukan melalui proses - pengelolaan arsitektur
Data, Data 1nduk ‘Data referensi, basis Data, kualitas Data dan
1nteroperab1htas Data. - _ _
Manajemen Data dllaksanakan oleh umt kexja yang melaksanakan

urusan Komumka51 dan Informasi .

Manajemen ];)ata dﬂaksanakan berdasarkan ketentuan peraturm}
perundang-undangan. ‘
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(1)

(2)

{4

(S)

(2

.. 9
(4)

()

(6)

(1)

ketersediaan dan oﬁtimé.lisasi pem.anfaatan aset tekmologi informasi |
“dan komunikasiE dalam SPBE. o -
‘Manajemen aset teknologl mformam dan ko*‘iumkam dilakukan melalul_ :

_oleh Perangkat Daerah terkait.

-17-

 Pasal 25

Manajemen aséét teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana

dimaksud - dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin

proses perencanaan pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan_

perangkat keras dan perangkat lunak yang dlgunakan dalam_i

_pelaksanaan SPBE di Daerah -

Manajemen aset teknologi informasi dan komun1kas1 dﬂaksanakan ;

oleh seluruh umt kerja di Daerah.

Manajemen aset teknologi mformas1 dan komumkam d1keord1na31kan ’

;Manajemen aset teknologl 1nforma31 dan komunikasi dilaksanakan

" berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i : : _ i
' : |

Pasdl 26 | -

: Mé.hajeme’n suﬁlber' daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal'\

21 huruf e aberttuuan untuk menjamm keberlangsungan dan_

peningkatan mutu dan Layanan SPBE. |
Manajemen sumber daya -manusia dilakukan melalui proses ! |
perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber
daya manus1a dalam peiaksa_naan SPBE di Daerah.

Manajemen sumber daya manusia dllaksanakan oleh unit kelga yang,
nelaksanakan urusan pemerintahan di bidang Organisasi.

Manajemen sumber daya manusia dapat d1k0nsu1tas1kan oleh
unltkerjayangnelaksanakanurusanpemermtahand|b|dang0rganlsa31
Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan.
kompeten51 sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola
SPBE dan Manajernen SPBE. _

Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. :

| Pasal 27 o | o

i
H

Manajemen péngetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf f bertu_]uan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan

{ : KADIS KABAG

{ KOMINFO M | ASISTEN | SERDA




i - 1.8 T
fnérldukung projs’es pengatr1biian keputusan dalam SPBE. |
(2) Manajemen perglgetahuan 'dilakukan melaiui .proses pengumpulan,
pengolahan, penylmpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan .' .
teknologi yang dlhasﬂkan dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.
(3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit ker_]a d1
Daerah. f S g | |
(4} Manajemen pengetahua.n dikoordlnasﬂ{an oleh unit kerja yang : .
' melaksanakan urusan Komunikasi dan Informa31 |
(5) _Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan _ _ ' '
5 _ .

Pasal 28

(1) _Manajemen perubahan sebagalmana d:maksud dalam Pasal 21 huruf g ‘
bertujuan memngkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendallan
perubahan yang terjadi dalam SPBE. _ _

'[2) Manajemen perubahan dilakukan melalm proses perencanaan,

| analisis, pengembangan nnplementa31 Pemantauan SPBE dan
Evaluas1 SPBE! terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen - perubahan sebagannana dimaksud pada ayat (1). ;

©  dilaksanakan ‘ oleh  seluruh  unit kerja di  Daerah yang
tnenyelenggarajkan Layanan SPBE, '

(4} Manajemen peli"ubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
(5) _-'Manajemen '_ flperubahah - dilaksanakan _berdasérkan _ketentuainé '

peraturan pen%ndang—undangan. '

’ Pasal 29
(1) '.Manajemen Layanan SPBE sebagaumand dlmaksud dalam Pasal 21’
huruf h bertu_]uan untuk menjamin keberlangsungan dan
' menmgkatkantkuahtas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. .
{2) | 'Mana_]emen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan
" Pengguna SPBE pengoperaman Layanan SPBE, dan pengelolaan '
. Aplikasi SPBE | |
'_ (3) .Manajemen Layanan SPBE dﬂaksanakan oleh setlap unit kerja pada
' | Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masmg—masmg
" sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
(4)._' "Manajemen La}yanan SPBE dlkoordmaSIkan oleh tim koordinasi.

k
&
!
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(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

@

i - 1 9 - | : . .
Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan

‘peraturan peru:rfldang-undangan. . ' - | |

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ‘
i i
s _ |

Pasal 30 | -

.Audit Teknolog; Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala |
u.:qtuk memas;tikan keandalan dan keamanan sistem teknologii
informasi dan komunikasi. 1
Audit Teknologij Informasi dan Komunikasi terdiri atas: ‘
a. audit Infrasftruktur SPBE; ;
b. audit Aplikési SPBE; dan |
c. audit Keamanan SPBE. ‘ _
Audit Teknolog1 Informa31 dan Komunikasi sebagaimana d1maksud
pada ayat (2) mehputz pemeriksaan hal pokok teknis pada : |
a. penerapan | tata kelola dan manajemen teknolog1 1nforma31 dan
|

komun1k331,

b. fungsmnahtas telmologl informasi dan komunikasi;

¢c. kinerja teklj.ologl informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan

d. aspek tekngfﬂogi informasi dan komunikasi lainnya. ]

o1
1

% | Pasal 31

| ;
Audit _Telmolo‘ng Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim
auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem

l

pengendahan 1ntemal pemerintah.

Tim auditor sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan -

-~ Keputusan Bupatl ‘

Audit 'I‘eknolog1 Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit
1 (satu} kali dalam 2 (dua) tahun. '
Audlt Teknologl Informasi dan Komunikasi dﬂaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘ '

. ¥
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_ dengan KeputusanBupaﬁ

_90-

| BAB V
PENYELENGGARA SPBE -

| g | Pasal 32

Untuk ineningicatkaﬁ 'keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE,i
Manajemen SPBE dan Audit Te@ologl Informasi dan Komunikasi,
serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dlbentuk tim koord1nas1
sebagal penyelenggara SPBE di Daerah.

Tim koordmas1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan_

, BAB VI

PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE _
P : : : :
; L : |

; : Pasal 33

o !
Pemantauan SPBE dan Evalua51 SPBE bertujuan untuk:

a. mengetahm capalan kemajuan pelaksanaan SPBE di Daerah; dan

b membenkan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk.

' penmgkatan kuahtas pelaksanaan SPBE di Daerah.
Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaunana dimaksud pada
ayat (1) dllaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pemantauan SPBE dan Evalua31 SPBE dldasarkan pada pedomaﬁ

_ evalua31 SPBE
Pemantauan iSPBE dan Evaiuas1 SPBE dﬂaksanakan oleh tlm

koordinasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 32. _ |
Dalam’ pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE
sebagalmana dlmaksud pada ayat (4), dlbentuk tim asesor mterna_l

yang dltetapkan dengan KeputusanBupati. ;

Hasil Pemantauan SPBE dan Evalua& SPBE sebaga.lmana dlmaksud

pada ayat (2) dlsampalkan kepada Bupatl melalui tim koordinasi.

: BAB VIl
| KETENTUAN PERALIHAN

; -~ Pasal 34 .

Pada saat Peraturan Berlaku ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi

- KADIS KABAG
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Umum yang telah tersedia di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati 3

3

_ini, tetap _digunaka:{ sampai dengan tersedianya Aplfka_si Umum. §
_ BAB VIII
- KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar : setiap oraﬁg mengetahuhlya,. memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatif ini dengan penempatannya dalam Berita D_aerah{

Kabupaten Goronta:lo Utara.

§ . Ditetapkan di Kwandang =~
| - ypadatanggal @ MU 2022
i /DBUPATI GORONTALO UTARA

THARIQ MODANGGU -

Diundangkan di Kwandang
pada tangggl |8 | Ll 2022

]

~ SEKRETAKIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

i
b,
)

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR

4 .

}

'

i ’ B ;
' _ . |
i : . .

i
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